WALIKOTA SURABAYA

PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19
DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan pada
tatanan normal baru dalam masa pandemi COVID-19 di Kota
Surabaya dan sehubungan dengan telah ditetapkannya
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala
Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun
2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka
Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-
19 di Kota Surabaya sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020
tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka
Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-
19 di Kota Surabaya;

b. bahwa status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
telah dinyatakan berakhir dan status Corona Virus Disease
2019 (COVID- 19) telah berubah menjadi penyakit endemi di
Indonesia sehingga perlu dilakukan pengaturan pengakhiran
penanganan Corona Virus Disease 2019 COVID- 19) yang
dilakukan pada masa pandemi;
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c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan
Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan
Berakhirnya Status Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Indonesia dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor
100.3.3.3/197/436.1.2 /2023 tentang Penetapan berakhirnya
status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota
Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67
Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam
rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran
COVID-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020
tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka
Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-
19 di Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan hururf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan
Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Memutus
Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang
Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-
2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 NOMOR 104);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI
PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA.
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Pasal 1

Pada saat Peraturan Walikota Surabaya ini berlaku, maka:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang
Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan
Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 68);

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67
Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam
rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran
COVID-19 di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021 Nomor 2);

3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor
67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan
dalam rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai
Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 10); dan

4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor
67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan
dalam rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai
Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2022 Nomor 14)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2023

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

ERI CAHYADI
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Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004
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